
WALIKOTA DENPASAR 
PROVINS! BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 19 TAHUN 2023 

TENTANG 
URAIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat dan badan 
daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
diperlukan uraian tugas jabatan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan 
Badan Daerah, diperlukan pengaturan mengenai uraian 
tugas jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Pada 
Inspektorat dan Badan Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3465); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS 
JABATAN PADA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Denpasar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah 

Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 



4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kata 
Denpasar. 

5. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

8. Sekretaris adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat 
dilingkungan Inspektorat dan Sadan Daerah yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur/Kepala Badan. 

9. Inspektur Pembantu adalah nama jabatan pimpinan 
Inspektur Pembantu dilingkungan Inspektorat Daerah 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur. 

10. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Sidang 
dilingkungan Sadan Daerah yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

11. Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Sub 
Bidang dilingkungan Badan Daerah yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

12. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub 
Bagian dilingkungan Inspektorat/Badan Daerah yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian / Sekretaris. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah bagian dari pemerintah daerah 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan 
publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLVD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibitas dalam pengelolaan keuangan 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah 
pada umumnya. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 



17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU 
adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, 
utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 

18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang 
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di 
dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan 
sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 

19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun 

20. Rencana kinerja tahunan yang selanjutnya disingkat 
RKT adalah penjabaran dari sasaran dan program yang 
telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan 
oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan 
tahunan. 

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang 
selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perubahan 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan 
dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. 



29. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah. 

30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah 
laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan 
oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 

31. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disebut SAKIP adalah integrasi dari sistem 
perencanaan, sistem penganggaran dan sistempelporan 
kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem 
akuntabilitas keuangan. 

32. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban 
pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja 
lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. 

33. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN merupakan laporan yang 
wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai 
harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali 
menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. 

34. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 
harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang 
masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam 
Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. 

35. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian 
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

36. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS, atau yang biasa disebut 
KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh 
Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala 
Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

37. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat KUPA dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, atau yang 
biasa disebut KUPA-PPAS adalah dokumen perubahan 
anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk 
disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman 
dalam penyusunan perubahan APBD. 

38. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH 
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang 
berlaku disuatu daerah. 



39. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen 
kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang 
distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan 
dengan menggunakan SSH sebagai elemen 
penyusunannya. 

40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

BAB II 
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretaris; 
c. Sekretariat terdiri atas; 

1. sub bagian administrasi umum dan keuangan; 
dan 

2. kelompok jabatan fungsional. 
d. Inspektur Pembantu I terdiri atas kelompok jabatan 

fungsional pengawas pemerintahan dan auditor; 
e. Inspektur Pembantu II terdiri atas kelompok jabatan 

fungsional pengawas pemerintahan dan auditor; 
f. Inspektur Pembantu III terdiri atas kelompok 

jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan 
auditor; 

g. Inspektur Pembantu IV terdiri atas kelompok 
jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan 
auditor; 

h. Inspektur Pembantu V terditi atas kelompok jabatan 
fungsional Pengawas pemerintahan dan auditor; dan 

i. Kelompok jabatan fungsional. 
(2) Susunan organisasi Badan Daerah terdiri atas: 

a. Badan Pendapatan Daerah terdiri atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bagian umum dan keuangan; dan 
b) kelompok jabatan fungsional. 

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a) sub bidang perencanaan pendapatan daerah; 
b) sub bidang pengembangan pendapatan 

daerah; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri 
atas: 
a) sub bidang pendaftaran dan penetapan; 
b) sub bidang pembukuan dan pelaporan; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

• 



6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 
daerah terdiri atas: 
a) sub bidang sistem dan pelayanan informasi; 
b) sub bidang keberatan; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
8. Kelompokjabatan fungsional. 

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri 
atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bagian umum dan keuangan; dan 
b) kelompok jabatan fungsional. 

4. Bidang perencanaan anggaran terdiri atas: 
a) sub bidang I; 
b) sub bidang II; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

5. Bidang perbendaharaan, akuntansi dan 
pelaporan terdiri atas: 
a) sub bidang perbendaharaan; 
b) sub bidang akuntansi dan pelaporan; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

6. Bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri 
atas: 
a) sub bidang Analisa dan pemanfaatan barang 

milik daerah; 
b) sub bidang penatausahaan barang milik 

daerah; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit pelaksana teknis daerah; dan 
8. Kelompokjabatan fungsional. 

c. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas; 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bagian umum dan Keuangan; dan 
b) kelompok jabatan fungsional. 

4. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional. 

5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional. 

6. Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas 
Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
8. Kelompokjabatan fungsional. 

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri 
atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bidang umum dan kepegawaian; 
b) sub bidang keuangan; dan 
c) kelompok jabatan fungsional. 



4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah terdiri atas kelompok 
jabatan fungsional; 

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
9. Kelompokjabatan fungsional. 

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia terdiri atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub bagian keuangan; dan 
b) Sub bagian umum dan kepegawaian. 

4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

5. Bidang Mutasi dan Promosi terdiri atas kelompok 
jabatan fungsional; 

6. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

7. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 
Penghargaan terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
9. Kelompokjabatan fungsional. 

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bagian umum dan keuangan; dan 
b) kelompokjabatan fungsional. 

4. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan, dan 
Karakter Bangsa terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional; 

5. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas kelompok 
jabatan fungsional; 

6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri 
atas kelompok jabatan fungsional; 

7. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 
dan 

8. Kelompok jabatan fungsional. 
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri 

atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Kepala Pelaksana; 
3. Sekretaris; 
4. Sekretariat terdiri atas: 

a) sub bagian umum dan keuangan; dan 
b) kelompok jabatan fungsional. 



5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri 
atas kelompokjabatan fungsional; 

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional; 

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
9. Kelompokjabatan fungsional. 

BAB III 
URAIAN TUGAS INSPEKTORAT 

Bagian Kesatu 
Inspektur 

Pasal 3 

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a mempunyai tugas: 
a. menetapkan program kerja Inspektorat Daerah 

berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat 
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di 
lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan 
program yang telah ditetapkan dan kebijakan 
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai 
rencana; 

c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat 
Daerah dengan cara mengadakan 
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala 
agar diperoleh kinerja yang diharapkan; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di 
lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan 
tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan 
hambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan untuk ketepatan dan 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
berdasarkan kewenangan yang ada sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan 
good governance, clean government, dan 
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan untuk peningkatan kinerja 
pemerintahan; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan dan penilaan 
sistem pengendalian intern pemerintahan 
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan; 


























































































































































































































